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PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Pdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat
kediaman di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah,
sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan tempat kediaman di
Desa Kedai Gedang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli
Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pandan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2017
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor
40/Pdt.G/2017/PA.Pdn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai
gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. B
ahwa pada tanggal 24 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Barus sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta
Nikah Nomor 38/02/1V/2002 tanggal 24 Maret 2002;

2. B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah

orang tua Tergugat di Kedai Gedang Kecamatan Barus;
3. B

ahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama
anak Penggugat, (laki-laki), umur 15 tahun;
4, B

ahwa sejak bulan Juli tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dan
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Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat
dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang
disebabkan antara lain:

a.Tergugat sering marah kepada Penggugat;

b.Tergugat tidak pernah menafkahi;

c.Tergugat tidak pernah pulang kerumabh;

5. B

ahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli 2004, terjadi pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena tidak memberikan nafkah
terhadap anak dan Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak tahan
dengan sikap dan tingkah laku Tergugat, Tergugat pun pergi meninggalkan
rumah, yang akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
pisah rumah kurang lebih selama 14 tahun lamanya hingga sekarang ini;

6. B

ahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara
Penggugat dengan Tergugat;

7. B

ahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di

persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah
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meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 Maret 2017 dan tanggal 12 April

2017 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa mediasi sebagaimana diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun

2016 tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap
bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil,
kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
tanggapan/jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Nomor 38/02/1V/2002, tanggal 24 Maret
2002 ( Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga
telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagagai berikut:

Saksi | :

Saksi pertama Penggugat, umur .. tahun, agama Islam, Pekerjaan .., tempat

tinggal di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;

memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana

tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk

mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ..
Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihnan dalam
rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat sering tidak
member nafkah, Tergugat punya sifat tempramen yang sering marah-marah
kepada Penggugat, Tergugat sering tida pulang ke rumah, akibat dari
pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang
lebih selama 14 tahun lamanya hingga sekarang ini, hal itu diketahui saksi
karena melihat dan mendengar sendiri dan juga dari pengaduan Penggugat
kepada saksi;

- Bahwa selaku pihak keluarga saksi telah cukup menasihati Penggugat agar
tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha
tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan
Tergugat;

Saksi Il :
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Saksi kedua Penggugat, umur .. tahun, agama Islam, Pekerjaan .., tempat tinggal
di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengabh;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya

yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara

pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya
adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ..
Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam
rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat sering tidak memberi
nafkah kepada Penggugat, Tergugat punya sifat tempramen yang sering
marah-marah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman
bersama, dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
pisah rumah kurang lebih selama 14 tahun lamanya hingga sekarang ini, hal itu
diketahui saksi atas penglihatan sendiri dan juga atas pengaduan Penggugat;

- Bahwa selaku pihak keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap
mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, hamun usaha tersebut
tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak
keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada
pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti
lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara
persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat
sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan
Agama Pandan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1)
hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka
Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan gugatan Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi,
meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi
tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong
mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun
kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan
pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus
menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan
ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai
bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sering tidak member nafkah,
Tergugat punya sifat tempramen yang suka marah-marah kepada Penggugat dan
Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama yang akibat
pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih
selama 14 tahun lamanya hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan
terhadap gugatan Penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat
dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah
atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh
karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga
tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah
terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi
selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta,
bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah
rumah kurang lebih selama 14 tahun lamanya hingga sekarang ini, menunjukkan
bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan
saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis

yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah
oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabakan perselisihan
itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya
menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam
rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak
berperkara, sementara majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat
agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan
Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan
berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan
yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah
terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak
dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang
diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut
bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab
perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat
seing tidak member nafkah kepada Penggugat, Tergugat punya sifat tempramen
yang suka marah-marah kepada Penggugat serta sikap Tergugat yang sering tidak
pulang ke rumah kediaman bersama, majelis berpendapat bahwa yang menjadi
sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan
bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan
sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang
dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah
rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai
sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 vyang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan
maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai

dengan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta
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pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian
sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)
Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor
9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a
quo dipandang sebagai “Tasrih bi ihsan”, hal ini relevan dengan pendapat ahli
Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal
Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan
ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya:"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian
adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi
pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami
isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum
Allah”;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat
dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2006, hal itu menunjukkan bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling
pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang
merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat
selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling
mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap
sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan
Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar
norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu
alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun
bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan
bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka
mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari
hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan

Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat
agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pandan diperintahkan untuk
mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli
Tengah, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan
untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai
pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil
syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra  Tergugat (Tergugat ) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan
Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten
Tapanuli Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pandan, pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 M. bertepatan
dengan tanggal 22 Rajab 1438 H. Oleh kami Drs. Irmantasir. M.H.l. sebagai Hakim
Ketua, M. Rifai, S.H.l., M.H.l. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.l. sebagai hakim-
hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis
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M. Rifai, S.H.l., M.H.I. Drs. Irmantasir. M.H.1.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Madinah Pulungan, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,-

2. Biaya proses :Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi :Rp.  5.000,-
5. Materai :Rp.  6.000.-
Jumlah : Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
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